, FROM @

FAX NO. 1@213822253 21 Apr. 2015 18:46°M P2

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

iNSTRUKSI GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

- NOMOR 67 TARUN 2015
TENTANG

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

GUBERNUR PROVINS!I DAERAM KHUSLS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan @sas umum pemerinishan yang
baik sebagaimana diamanatkan Pasal 88 Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang

Pemarintahan Daorah sabagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2015 dan Passl 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan serta untuk mewu;udkan aperafur yang bersih dan berwibawa, dengan ini
manginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Satuan Ketja Per’angka’t Dasrah Provinsi DIK! Jakarta
‘ 2. Para Kepala Unit Kerja Peranghkat Daerah Provinsl DKI Jakarta

3. Para Pejabat Struikturai pada Jabatan Administrator dan Jabatan
Pangawas Pemerintah Provinsl DKI Jakarta

4. Para Pejabat Fungsional Pemerintab Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU : Melaksanakan tugas, kewenangan dan tahgguhg jawab masing-masing
secara optimal sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
antara lain

a. tidak merminta dan/atay menerima penghasilan yeng tidek resmi dar
intarnal dan/atau eksternal Pameriniah Provinsi DK Jekarta;

b. membarikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat;
. ftidak melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. pemotongan terhadap anggaran yang tertuang dalam Dakumen /
Pelaksanaan Anggaran untuk kepeniingsn pribadi;

2. perbuatan selor-menystor antara bawahan dengan atasan; -
. mark-up harga dalam setiap pekerjzan; dan //

4. kegiatan fiktif. /
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d. Selalu mengingat dan melaksanakan ketentl;lan -

1. tidak menerima hadiah sebagzimana lerangan vang tercantum dalam
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1699 tentsng
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsl sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001;

2. tidek menerima gralifikasi sebagaimana iarangan yang tarcantum
dalam Pasal 12b Undang-Undang MNomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Plidana Korupsl sebagaimana telah divbah
dengan Undang-Undang Nomaor 20 Tahun 2001;

3. tidak menerima komisi, rabsl, potongan ateu penerimaan lain dengan
nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinila dengan uang, baik
socara langsung sebagal akibat dari penjusian, tukar menukar, hibah,

© asurans! dan/atau pengadaan barang/jasa; dan &

4, Apabila wianjur menerima dalam bentuk uang agar disetorkan ke Kas
Umurs Daerah atau apabila dalam bentukt barang agar diserahkan
dan dicatat sebagal aset daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Pacal 50 Peraturan Pemerintah Nomor §8 Tahun 2005 tentang
Pengelotaan Keuangan Daerah /

KEDUA : Melaksanakan Instruksi Gubemur ini yang merupakan bagian dai pemlasan
‘ kinerja, integritas dan loyalitas Aparatur Sipll Negara dan apablla melangger
akan dikenakan sanks! administratif disiplin pegawai serta avaluasl jabatan.

Instruksi Gubernur Ini mulal bertaku pada tanggel ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2015
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M !vss Daamh Khusus

Tambusan .

Wakil Gubarnur Provingi DKI Jakaria

Sekrataris Dasrah Provinst DI Jakarta

Para Deputi Gubsaraur Pamarintah Provingi DK Jakaria
Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

inspektur Provinsi DKI Jakaria

m W



